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BAB Il

PENUTUP

1.  Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil dan penelitian yang

dilakukan maka penulis menyimpulkan yaitu:

a.

Upaya meningkatkan pelayanan pendidikan SMA berkaitan dengan
Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DPPO) dilakukan melalui
upaya peningkatan sarana prasarana Yyang dibutuhkan dalam bidang
pendidikan seperti membangun ruang perpustakaan, ruang kelas baru,
rehab kelas, ruang laboratorium dan mebel untuk ruang kelas baru.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan

pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan

Nubatukan yaitu:

1) Kurangnya pengalokasian DAK oleh Pemerintah Pusat untuk
pendidikan di Kabupaten Lembata.

2) Keadaan topogafi dan sarana prasarana yang terbatas sehingga
pemerintah sulit untuk menjangkau sekolah-sekolah yang jauh
bahkan sekolah-sekolah yang berada di pelosok Kabupaten
Lembata.

3) Kurangnya Kketersediaan DAK di bidang pendidikan untuk

meningkatkan sumber daya manusia.
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Berkaitan dengan kelembagaan yaitu kurangnya koordinasi antara
DPPO Kabupaten Lembata dengan UPTD PPO Kecamatan

Nubatukan dalam menangani DAK di bidang pendidikan.

Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh DPPO maupun

UPTD PPO dalam upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan SMA

berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan

Kabupaten Lembata yaitu:

1)

2)

3)

4)

Meningkatkan dana DAK di bidang pendidikan yang dialokasikan
oleh Pemerintah Pusat kepada setiap daerah khususnya Kabupaten
Lembata.

Meningkatkan dana pendidikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Lembata.

Meningkatkan transportasi dan pembangunan jalan di setiap
kecamatan yang ada di Kabupaten Lembata agar DPPO dapat lebih
mudah menjangkau sekolah-sekolah yang kondisi topografinya
susah untuk dijangkau.

Meningkatkan koordinasi antara DPPO dengan UPTD PPO baik
berkaitan dengan perencanaan, pengalokasian dana DAK, dan
pengawasan saat pelaksanaan DAK ke setiap sekolah yang ada di

Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
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Saran

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian serta analisis yang

ada, peneliti memberikan saran yang dapat dipertimbangkan dalam upaya

meningkatkan pelayanan pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi

Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, antara lain:

a.

Kinerja dari Pemerintah Kabupaten Lembata dalam hal ini Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DPPO) lebih ditingkatkan lagi
dalam mengelola dana DAK yang dialokasikan ke setiap sekolah-
sekolah yang ada di setiap kecamatan khususnya Kecamatan Nubatukan
sehingga tidak ada kendala yang mana DAK untuk di tahun 2016 tidak
diperoleh untuk membiayai pendidikan di Kabupaten Lembata.
Pemerintah Kabupaten Lembata dalam hal ini Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga (DPPO) untuk lebih intensif melakukan
koordinasi dengan UPTD PPO Kecamatan Nubatukan maupun
kecamatan lainnya dalam hal pelaksanaan DAK di bidang pendidikan
ke setiap sekolah-sekolah SMA yang ada di Kecamatan Nubatukan
maupun kecamatan lainnya.

Berkaitan dengan permasalahan pangakat yang ada di UPTD PPO
Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, diharapkan pemerintah
pusat untuk membentuk suatu aturan yang lebih memperjelas
kewenangan dan fungsi dari UPTD PPO.

Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan ke setiap daerah lebih banyak
membiayai pendidikan secara fisik saja yaitu berkaitan dengan sarana

prasana untuk menunjang sekolah agar lebih baik. Sekolah-sekolah
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yang ada di Kecamatan Nubatukan masih membutuhkan sarana
prasarana penunjang proses belajar mengajar, tetapi juga membutuhkan
kemampuan dari setiap guru yang mengajar, agar prestasi sekolah
(dalam hal ini berkaitan dengan tingkat kelulusan dan prestasi lomba
secara akademik) lebih meningkat. DAK di bidang pendidikan
digunakan juga untuk membiayai pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh
guru-guru SMA, agar dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut, akan
meningkatkan kemampuan setiap guru-guru untuk mendidik anak
muridnya menjadi anak-anak yang lebih berintelektual tinggi. Sehingga,
anak-anak tersebut dapat membangun daerahnya sendiri yaitu
Kabupaten Lembata agar terhindar dari kemiskinan baik dalam
kemiskinan ekonomi maupun kemiskinan pendidikan.

Bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata
dalam upaya meningkatkan pendidikan di harapkan adanya transparasi
dalam mengelolah keuangan di bidang pendidikan agar tidak ada

indikasi korupsi.
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